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ABSTRAK

Pajak merupakan salah satu penerimaan negara, dan merupakan sumber
penghasilan terbesar di Indonesia. Dapat dilihat dari realisasi pendapatan negara pada tahun
2016, pendapatan negara dari pajak 82.6%, pendapatan negara dari bukan pajak sebesar
16.8%, sedangkan dari hibah sebesar 0.6%. Karena pendapatan yang bersumber dari pajak
terbilang cukup besar, pemerintah tidak bisa mengabaikannya begitu saja. Beberapa tahun
terakhir, penerimaan pajak tidak pernah mencapai target. Contohnya pada tahun 2014
anggaran pendapatan pajak di Indonesia sebesar Rp1.072 triliun dan realisasinya sebesar
Rp981,9 triliun atau sebesar 92% dari anggarannya, contoh lainnya pada tahun 2015
anggaran pendapatan pajak di Indonesia sebesar Rp 1.294,25 triliun dan realisasinya sebesar
Rp 1.055 triliun atau sebesar 82% dari anggarannya.

Pelanggaran pajak bisa saja karena petugas pajak yang kurang berkualitas,
sistem informasi pajak di Indonesia yang masih kurang baik dan yang terutama ada wajib
pajak yang tidak memiliki moral yang baik. Ketiga hal tersebut dapat menimbulkan
kecurangan pajak dan untuk mengurangi kecurangan pajak tersebut dan mencapai target
penerimaan pajak Negara, pemerintah mengambil suatu kebijakan yang disebut dengan tax
amnesty agar para wajib pajak dapat membayar pajak sesuai dengan yang ditentukan dan
pemerintah bisa mendapatkan uang tebusan dari tax amnesty tersebut.

Pada penelitian ini, metode yang digunakan adalah analisis deskriptif.
Analisis deskriptif merupakan metode penelitian yang dirancang untuk mengumpulkan data
agar menjelaskan atau mendeskripsikan suatu karakteristik dari seseorang, keadaan,
peristiwa, atau sesuatu yang terkait dengan variabel-variabel yang bisa dijelaskan baik
dengan kualitatif ataupun kuantitatif. Metode ini dilakukan dengan cara mengumpulkan,
mengolah, dan menganalisis kemudian menyajikan data dari suatu objek yang diteliti.
Sehingga dapat memberikan suatu gambaran yang cukup jelas dan kemudian dapat ditarik
kesimpulan apakah tax amnesty berpengaruh terhadap penerimaan PPh 23, PPN dalam
negeri dan PPh Final atas PP 46 di KPP Cibeunying.

Peneliti membandingkan penerimaan pajak tahun 2015 dengan tahun 2016,
untuk melihat perbedaan penerimaan pajak sebelum (tahun 2015) dan sesudah tax amnesty
(tahun 2016). Sesudah itu penulis mengklasifikasi lapangan usaha tiap wajib pajak yang
mengikuti tax amnesty. Langkah selanjutnya adalah penulis menghitung seberapa besar
pengaruh tax amnesty terhadap kenaikan penerimaan PPh 23, PPN dalam negeri dan PPh
Final atas PP 46 di KPP Cibeunying dengan cara memisahkan penerimaan yang karena
faktor tax amnesty dan yang bukan faktor tax amnesty. Tax amnesty bisa terbilang berhasil,
namun untuk meningkatkan penerimaan pajak di masa yang akan datang penulis
menyarankan agar KPP menindak tegas wajib pajak yang melakukan kecurangan,
mengadakan penyuluhan pentingnya membayar pajak, memperbaiki sistem perpajakan di
Indonesia serta periksa wajib pajak yang belum mengikuti tax amnesty tapi memiliki potensi
kecurangan.

Kata kunci: kecurangan pembayaran pajak, tax amnesty, penerimaan pajak



ABSTRACT

Tax serves as one of the state revenues and the biggest income source in
Indonesia. all could be evidently seen from the realization of State income by 2016, State
may generated 82.6% portion of its income from the tax, while the other 16.8% portion was
generated from non-tax State revenue, and the remaining 0.6% was from grant. As Tax
contributes a nearly substantial portion in the income source, the government cannot
negligently leave it. In these recent years, the tax revenue had not ever sucessfully achieved
its target. For example, in 2014, Indonesia had set its tax income plan by Rp 1,072 trillion
while its realization was only at Rp 981.9 trillion or 92% success of its targeted plan, the
other example in 2015, Indonesian tax income was planned to reach Rp 1,294.5 trillioon and
once again, it failed as it only recorded at number Rp 1,055 trillion or only 82% success of
its targeted plan.

Tax fraud may occur due to unqualified tax officer, poor tax information
system implemented in Indonesia and primarily due to a poor moral awareness of the tax
payers. Those three constraints may result in a tax evasion and to mitigate such tax evasion
and to achieve the targeted State tax revenue, the Govenrment is in need of a policy called as
the tax amnesty in order to ensure that all tax payers settle their tax liabilities appropriately
and in order that the govenrment can get a ransom from the implementation of such tax
amnesty.

During its arrangement, this research used a descriptive analysis method A
descriptive analysis is a research method crafted for data collection in order to clarify and
describe a characteristics embodied in a person, circumtances, event, or any matters in
relation to the variables which can be described, either qualitatively or quantitaively. This
method was done by collecting, processing, and analysing prior to presenting a data from
the studied object. Ultimately, it will be able to present an clear overview and draw a
conclusion onto whether a tax amnesty has an influance against the collection of the
ARTICLE 23 INCOME TAX, Domestic VAT and FINAL INCOME TAX upon the
Government Regulation Number 46 as implemented at Cibeunying STO.

The researcher had compared the 2015 tax revenue to 2016 tax revenue in
order to reveal the comparison of the tax revenue during pre- (2015) and post (2016)- tax
amnesty. Once all was done, the author further classified the bsuiness sectors run by any tax
payer who was participating in the tax amnesty programme. For the nex step, the author
calculated to which extent such tax amnesty influenced the collection of the Article 23
Income Tax, DOomestic VAT, and Flinal Income Tax upon the Government Regulation
Number 46 as implemented at Cibeunying STO, by the way of separating the revenue under
the tax amnesty scheme and outside tax amnesty scheme. This tax amnesty programme can
be said to be successfully implemented, however, in order to increase the future tax revenue,
the author would like to suggest STO to expressly saction all the tax evanders, conduct a
socialization on the importance of tax payment, improve the taxation system in Indonesia,
and inspect all the tax payers have not participated in the tax amnesty programme yet still
engaged in tax evasion practice

Keywords: taxpayment fraud, tax amnesty, tax income
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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Pajak adalah pungutan wajib yang dibayar rakyat untuk Negara dan
digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Pajak merupakan
salah satu penerimaan negara, dan merupakan sumber penghasilan terbesar di
Indonesia. Dapat dilihat dari realisasi penerimaan Negara pada tahun 2016
pendapatan Negara dari pajak 82.6%, pendapatan Negara dari bukan pajak sebesar
16.8%, sedangkan dari hibah sebesar 0.6%. Karena pendapatan yang bersumber dari
pajak terbilang cukup besar, pemerintah tidak bisa mengabaikannya begitu saja.
Tidak bisa kita pungkiri bahwa pembangunan suatu negara sebagian besarnya
dibiayai oleh pajak yang kita bayarkan. Jadi betapa pentingnya pajak bagi suatu
Negara.

Di Indonesia sendiri saat ini menerapkan sistem self assessment bagi
wajib pajak, dimana wajib pajak diberikan wewenang untuk menghitung, membayar,
dan melaporkan kewajiban dan hak perpajakannya sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Dengan sistem seperti ini, banyak wajib pajak
yang melanggar ketentuan perpajakan di Indonesia. Ada juga wajib pajak yang tidak
membayar pajak sesuai dengan yang diharuskan, ada pula yang membayar tidak
tepat pada waktunya dan ada juga wajib pajak yang merahasiakan aset yang mereka
miliki, agar pihak pemungut pajak tidak dapat mengenakan pajak atas aset tersebut.
Selain self assessment juga ada official assesment dan withholding system, Official
assesment system adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang
kepada pemerintah atau petugas pajak untuk menentukan besarnya pajak yang
terutang oleh wajib pajak, dengan official assesment petugas juga bisa melakukan
kecurangan berupa penggelapan uang pajak yang seharusnya dia setor. Sementara
withholding system adalah pemotongan pajak dengan bantuan pihak ketiga untuk

menghitung dan menetapkan pajak yang terutang yang akan disetor kepada Negara.
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Beberapa tahun terakhir, penerimaan pajak tidak pernah mencapai
target. Contohnya pada tahun 2014 anggaran penerimaan pajak di Indonesia sebesar
Rp1.072 triliun rupiah dan realisasinya sebesar Rp981,9 triliun rupiah atau sebesar
92% dari anggarannya, contoh lainnya pada tahun 2015 anggaran penerimaan pajak
di Indonesia sebesar Rp 1.294,25 triliun rupiah dan realisasinya sebesar Rp 1.055
triliun rupiah atau sebesar 82% dari anggarannya. Melihat kondisi seperti ini, untuk
mencapai anggaran pendapatan Negara dan mengurangi jumlah pelanggar pajak,
pemerintah mengambil suatu kebijakan yang disebut dengan tax amnesty, agar para
wajib pajak dapat membayar pajak sesuai dengan yang ditentukan dan pemerintah

bisa mendapatkan uang tebusan dari tax amnesty tersebut.

Istilah tax amnesty sudah tidak asing lagi di telinga kita, karena pada
saat ini tax amnesty sedang ramai dibicarakan di Indonesia. Tax amnesty
diberlakukan untuk semua wajib pajak yang ada di Indonesia baik pengusaha kecil,
menengah ataupun yang berskala besar, tujuan dari diadakannya tax amnesty ini
adalah untuk memperketat pemasukan pajak dan mendapatkan uang tebusan untuk
meningkatkan penerimaan pajak.

Dengan diadakannya tax amnesty, banyak wajib pajak berbondong-
bondong mendatangi kantor pelayanan pajak. Ada wajib pajak yang meminta
bantuan kepada konsultan yang bertugas di KPP untuk menghitung kembali pajak
yang harus dibayarkan, ada juga wajib pajak yang melaporkan harta dan jumlah
pendapatan mereka yang sebenarnya. Hal ini mengakibatkan naiknya penerimaan

pajak di setiap KPP.

Berdasarkan hal yang sudah penulis bahas di atas, penulis tertarik
untuk meneliti seberapa besar pengaruh tax amnesty yang penulis tuangkan dalam
skripsi yang berjudul,”PENGARUH TAX AMNESTY TERHADAP PENERIMAAN
PPh 23, PPN DALAM NEGERI, PPh FINAL ATAS PP 46 DI KPP PRATAMA
CIBEUNYING BANDUNG”.



1.2.Rumusan Masalah

Dari hasil pembahasan latar belakang penelitian yang telah
diungkapkan diatas, maka peneliti mengidentifikasikan rumusan masalah sebagai
berikut:

1. Siapa subjek dan apa saja objek serta tarif dari tax amnesty?

2. Bagaimana prosedur mengikuti tax amnesty?

3. Seberapa besar pengaruh tax amnesty terhadap penerimaan PPh 23, PPN
dalam negeri, PPh Final atas PP 46 di KPP pratama Cibeunying setelah

dilaksanakannya tax amnesty?

1.3.Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, berikut adalah tujuan penulis
melakukan penelitian, yaitu:
1. Mengetahui subjek, objek dan tarif dari tax amnesty.
2. Mengetahui prosedur mengikuti tax amnesty.
3. Mengetahui seberapa besar pengaruh tax amnesty terhadap penerimaan
PPh 23, PPN dalam negeri, PPh Final atas PP 46 terhadap KPP pratama

Cibeunying setelah dilaksanakannya tax amnesty.

1.4.Manfaat Penelitian

Penulis berharap skripsi ini akan memberikan manfaat kepada

berbagai pihak seperti:

1. Bagi KPP
Penulis berharap hasil penelitian ini dapat berguna bagi KPP, baik sebagai
evaluasi ataupun sebagai motivasi untuk lebih rajin lagi mengadakan seminar
pentingnya membayar pajak.

2. Bagi wajib pajak
Penulis berharap dengan diadakannya penelitian ini para wajib pajak lebih
memahami tujuan, manfaat, serta prosedur dari tax amnesty. Yang nantinya

para wajib pajak akan lebih memahami mengapa kita perlu membayar pajak.



3. Bagi mahasiswa dan pihak lainnya
Peneliti berharap dengan dibuatnya skripsi ini, pembaca dapat mengetahui
lebih dalam lagi tentang apa itu tax amnesty, apa tujuannya, bagaimana

prosedurnya apabila ingin mengikuti tax amnesty tersebut.

1.5.Kerangka Pemikiran

Pajak adalah pungutan wajib yang dibayar rakyat untuk Negara dan
akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Pajak
merupakan salah satu penerimaan negara, dan bisa dibilang juga pajak merupakan
salah satu penghasilan terbesar bagi suatu negara. Karena terbilang cukup besar,
pemerintah tidak bisa mengabaikan pajak begitu saja. Pembangunan suatu negara
tidak bisa kita pungkiri juga dibiayai oleh pajak yang kita bayarkan. Jadi betapa
pentingnya pajak bagi suatu Negara meskipun rakyat yang membayar pajak tersebut
tidak bisa merasakan manfaat dari pajak secara langsung, karena pajak digunakan
untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi.

Di Indonesia ini terdapat tiga sistem dalam pemungutan pajak
terhadap wajib pajak orang pribadi dan badan, tiga sistem tersebut yaitu self
assesment system, official assesment dan withholding system. Sistem self assessment
adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan kepada wajib
pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri kewajiban dan hak
perpajakannya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan. Official
assesment system adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang
kepada pemerintah atau petugas pajak untuk menentukan besarnya pajak yang
terutang oleh wajib pajak. Sementara withholding system adalah pemotongan pajak
dengan bantuan pihak ketiga untuk menghitung dan menetapkan pajak yang terutang
yang akan disetor kepada Negara. Sudah kita lihat bersama bahwa self assessment
perlu diimbangi dengan adanya kewajiban mengikuti peraturan perundang-undangan
yang berlaku, akan tetapi banyak wajib pajak yang tidak mengikuti atau tidak paham
mengenai peraturan perpajakan yang berlaku. Beberapa wajib pajak menggunakan
self assessment untuk mencurangi peraturan perundang-undangan pajak, mereka

membayar pajak seminim mungkin untuk memaksimalkan keuntungan yang mereka
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peroleh. Selain wajib pajak, petugas pajak juga melakukan kecurangan berupa
penggelapan uang pajak yang seharusnya dia setor. Kecurangan pajak juga dapat
ditimbulkan karena kurang baiknya informasi perpajakan yang mengakibatkan
banyak orang yang tidak mengerti bagaimana cara menghitung, melapor dan

membayarkan pajak mereka.

Melihat kondisi seperti ini Pemerintah mengambil kembali kebijakan
tax amnesty yang sebelumnya sudah pernah dilaksanakan pada tahun 1964 dan 1984.
Banyak wajib pajak yang ketakutan ketika peraturan tentang tax amnesty ini
dikeluarkan karena mereka tidak membayar pajak sesuai dengan yang diharuskan,
ada juga yang tidak melaporkan harta yang mereka miliki, agar tidak dikenai pajak.
Karena pemerintah mengeluarkan keputusan pengampunan pajak atau yang Kita
kenal dengan tax amnesty, para wajib pajak berbondong-bondong untuk melaporkan
harta dan jumlah pendapatan mereka yang sebenarnya agar tidak dikenakan denda.

Dari tax amnesty, penulis akan membahas apa sebenarnya tujuan dari
diadakannya tax amnesty dan seberapa besar pengaruhnya terhadap peningkatan
penerimaan PPh 23, PPN dalam negeri, PPh Final atas PP 46 di sebuah KPP,
khususnya KPP Cibeunying.
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